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TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (Eigenrichting) 

(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA) 
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Dosen Pembimbing II : Fahrurrozi, SH., MH 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam 

rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) 

serta kendala-kendala kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap 

perbuatan main hakim sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi pustaka dan 

waawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Wewenang Kepolisian Dalam 

Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri 

(Eigenrichting) adalah pertama, upaya Pre-emtif, upaya membaur dengan 

masyarakat merupakan suatu langkah yang dipandang efeisien, polisi sebagai 

bagian dari masyarakat sipil memang tidak boleh menjaga jarak dengan 

masyarakat khususnya masalah tanggung jawab terhadap masalah keamanan 

lingkungan. Kedua, upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan patroli 

tentunya diharapkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian langsung memantau 

kondisi keamanan warga masyarakat. Ketiga, upaya represif (Penindakan) 

merupakan upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (law enforcement) 

melalui tindakan pemberian hukuman. Kendala-Kendala Kepolisian Dalam 

Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri 

(Eigenrichting) adalah pertama, jumlah Personel Unit Satuan Reskrim Polisi 

Sektor Lambu yang terbatas; kedua, adanya kekhawatiran yang dialami oleh 

personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Lambu didalam penegakan hukum 

terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) terkendala karena 

adanya rasa kekhawatiran pada pihak penyidik, karena kasus ini menyangkut 

orang banyak; ketiga, kesulitan dalam memanggil saksi-saksi. 

 

Kata Kunci: Wewenang, Kepolisian, dan Main Hakim Sendiri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan 

masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum itu 

sendiri menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata 

tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan.1 Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari 

itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat terlepas dari kehidupan 

manusia. 

Ada dua fungsi hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat, 

yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana 

rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk 

menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku 

yang telah diterima olehnya.2 Dalam peranannya yang demikian ini hukum 

hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan 

diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo yang 

berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan 

sebelumnya. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya 

yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di 

dalam masyarakat.3 

                                                                 
1
 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hal. 35. 

2
 Soerjono Soekanto. Pengantar Sosiologi Hukum. Bhratara. Jakarta. 1973. hal. 58. 

3
 Satjipto Raharjo. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Bandung. 1979. hal. 117 
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Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat 

adalah dengan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak 

sosial.4 

Penegakan hukum di masyarakat sering kali tidak efektif, hal ini 

dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam Pasal 27 

Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah disebutkan bahwa setiap 

warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality 

before the law). Dari Pasal tersebut tersirat bahwa penegakan hukum bukan 

hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, melainkan telah menjadi 

kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa. 

iAparat penegak ihukum iyang imemiliki peran ipenting idalam 

penegakan ihukumi, khususnya ihukum iacara pidana isalah isatunya adalah 

iPenyidiki. Jika idilihat idalam ihukum acara ipidana iyakni idalam Pasal i1 ibutir 

1 iKUHAPi, penyidik iadalah ipejabat polisi inegara iRepublik iIndonesia atau 

ipegawai inegeri isipil tertentu iyang idiberi iwewenang khusus ioleh iundang-

iundang iuntuk imelakukan penyidikani. iSedangkan idalam butir i4 iPasal 1 

iKUHAP imengatakan ibahwa penyelidik iadalah ipejabat ipolisi negara 

iRepublik iIndonesia yang idiberi iwewenang ioleh undangi-iundang untuk 

imelakukan ipenyelidikan. 

                                                                 
4
 Sudarto. Kapita Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 2006. hal. 112. 
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Realita ihukum ipidana yang iada di imasyarakat isaat ini ibanyak 

imemunculkan permasalahan iyang ikompleks, idiantaranya permasalahan 

itindak pidana iyang isemakin iberkembang dan ibervariasi seiring idengan 

iperkembangan masyarakat imenuju iera moderni. iTumbuh idan meningkatnya 

imasalah ikejahatan iini memunculkan ianggapan idari masyarakat ibahwa 

aparat ipenagak ihukum gagal idalam imenanggulangi masalah idan idianggap 

ilambat idalam imenjalankan itugasnya serta iadanya iketidakpuasan masyarakat 

idalam ipenagakan ihukum yang itidak iberjalan sebagimana imestinyai. 

Hal iini akibat iproses ipanjang dari isistem iperadilan yang ikurang 

imendidik idimana iseringkali terjadi itersangka ipelaku kejahatan idan 

imerugikan imasyarakat dilepas ioleh ipenagak hukum idengan ialasan ikurang 

kuatnya ibukti yang iadai. iAdanya anggapan iyang demikiani, imemicu 

isebagian masyarakat iyang imerasa keamanan idan iketentramannya terganggu 

iuntuk imelakukan perbuatan imain ihakim isendiri terhadap ipelaku ikejahatan 

tanpa imengikuti iproses hukum iyang iberlaku.  

Fenomena imain ihakim sendiri iyang idilakukan ioleh masyarakat 

isudah imenjadi kebiasaan ibahkan idapat idijumpai hampir idisemua idaerah. 

iMaraknya ipenghakiman iterhadap pelaku itindak ipidana imenimbulkan 

anggapan idalam imasyarakat bahwa imain ihakim sendiri imerupakan isuatu 

ikebiasaan iyang wajari, itidak ibertentangan dengan ihukum idan sudah 

iseharusnya idilakukan iterhadap ipelaku tindak ipidana ibahkan imasyarakat 

menganggap ihal iyang imereka lakukan itelah imeringankan ibeban kepolisian 

idalam imenangkap ipelaku itindak pidanai. 
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iSalah satu ibentuk iperbuatan main ihakim isendiri adalah ipemukulan 

iatau ipengeroyakan, ihal iini sering iterjadi iakibat iemosi massa iyang iitidak 

dapat idikontroli. Massa icenderung iemosional iketika menemukan ipelaku 

ikejahatan iyang tertangkap ibasahi. Padahal iperbuatan imasyarakat iini jelas 

imelanggar idari isisi inorma hukum isebab itidak iada satupun ialasan iyang 

imemperbolehkan masyarakat imengambil itindakan secara isendirii-isendiri 

ikecuali idalam keadaan iterpaksa imisalnya melakukan ipembelaan idisebabkan 

berpotensi imelakukan iancaman isecara ifisik. 

Perbuatan imain ihakim sendiri iperlu iditanggulangi karena iperbuatan 

iini sering imengakibatkan ikorban iluka berati, iluka iringan, ibahkan imeninggal 

duniai. iAparat ipenegak hukum isebagai iaparat iyang berwenang imenegakkan 

isupremasi ihukum juga iharus iberperan mencegah iperbuatan iinii, iterutama 

perbuatan imain ihakim sendiri iyang imengakibatkan ikorban imeninggal dunia. 

Peristiwa iterbaru imengenai perbuatan imain ihakim isendiri terjadi idi 

iDesa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Seorang pria berinisial MA 

dikeroyok warga, Selasa (1/8/2017) sekitar pukul 17.30 WITA. MA 

dikeroyok dan diamuk karena dituduh sebagai pelaku pencurian sepeda 

motor. Kapolsek Lambu menjelaskan adanya dugaan pencurian tersebut 

menurut saksi yaitu dilakukan di Kecamatan Sape. MA telah diamati oleh 

saksi sejak kedatangannya ke tempat parkir di pasar Sape tersebut.5 

Fenomena iperbuatan imain hakim isendiri iini marak iterjadi itidak 

terkecuali idi ilingkungan ipendidikan, iseperti iyang ibaru ini iterjadi 

                                                                 
5
 Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja. Diduga Curi Sepeda Motor, Pria di Desa Sumi 

diamuk mass. kahaba.neet. (diakses pada: Kamis, 17 November 2019 pukul: 13.15 WITA) 
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ipengeroyokan terhadap ipencuri ikendaraan ibermotor di iparkiran iBank iBNI 

Cabang iSape yang imenyebabkan ipencuri itersebut meninggal iduniai. iMassa 

memergoki iAndi iIrawan i (37) iwarga iDesa iRato iKecamatan Lambu yang 

hendak mencuri motor. Massa iyang itersulut iemosinya lalu imemukuli iAndi 

ihingga ibabak beluri. iSatpam isetempat sempat imengamankan iAndi iyang 

sudah ilemah idari iamukan massa idan imenghubungi iaparat ikepolisiani. 

iAparat kepolisian idari Polsek Sape membawa Andi ke Puskesmas terdekat. 

iKarena iPKM Sape iPlus itidak idapat imenangani Andi iyang imengalami iluka 

seriusi, ikemudian merujuk iAndi ike irumah sakit iumum iKota iBimai. Dalam 

iperjalanan ike irumah sakiti, iAndi imengembuskan inafas terakhirnya.6 

Tindakan imain hakim isendiri iterhadap ipara ipelaku tindak ipidana 

ibukanlah imerupakan cara iyang itepat imelainkan imerupakan suatu 

ipelanggaran ihak iasasi manusia idan itelah imemberikan kontribusi inegatif 

iterhadap iproses penegakan ihukumi. iMasyarakat lupa idan iatau ibahkan itidak 

tahu ibahwa itidak ihanya imereka yang imemiliki ihak iasasi, ipara ipelaku 

itindak pidana imemiliki ihak iasasi yaitu ihak iuntuk imendapatkan 

iperlindungan hukum idi imuka ipengadilan, itidak iboleh idilupakan penderitaan 

iyang idialami ipara pelaku itindak ipidana ikarena iwalau bagaimanapuni, 

imereka imerupakan bagian idari iumat imanusiai. Rendahnya ipengetahuan 

ihukum imasyarakat isering memicu ikemarahan idan ilebih suka imelakukan 

ipenghukuman sendiri ipada ipelaku ikejahatan ikarena bagi imasyarakat 

ipenghukuman iseperti iitu lebih iefektif. 

                                                                 
6
 Wakos Gautama. Maling Motor Tewas Diamuk Massa di Parkiran BNI. (diakses pada: 

Senin, 3 Novembber 2019pukul: 19.00 WITA). 
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Hal iiseperti ini iitentu imenjadi perhatian iitersendiri ibagi iaparat 

iipenegak ihukum iiuntuk imengambil iitindakan imenertibkan iimasyarakat idan 

imencegah iiagar itidak iiada ilagi iiperbuatan masyarakat iiyang ibersifat 

iisewenangi-iiwenang idan iitidak iimengindahkan iadanya iaturan ihukumi. 

Berdasarkan iiuraian itersebut iidiatasi, iimaka ipenyusun itertarik 

iimelakukan ipenelitian iidengan ijudul i i “iWewenang iKepolisian iiDalam 

iRangka iPenegakan iiHukum iTerhadap iPerbuatan iiMain iHakim iSendiri i i 

(ieigenrichtingii) i (iStudi iiKasus idi iKecamatan iLambu iiKabupaten iBima).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah wewenang kepolisian dalam rangka penegakan hukum 

terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting)? 

2. Apakah kendala-kendala kepolisian dalam rangka penegakan hukum 

terhadap perbuatan main hakim sendiri? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam rangka penegakan 

hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala kepolisian dalam rangka 

penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri 
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2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat secara teoritis 

Secara iiteoritis ihasil ipenelitian iini iidiharapkan idapat iimenjadi 

iibahan ikajian iiilmu ipengetahuan iihukumi, iikhususnya idi iidalam ihukum 

ipidanaii, idalam irangka iimemberikan ipenjelasan iimengenai iwewenang 

ikepolisian iidalam irangka iipenegakan ihukum iterhadap iiperbuatan imain 

iihakim isendiri i i (ieigenrichting). 

b. Manfaat secara praktis 

1) Penelitian iiini imerupakan iisarana ibelajar iibagi ipenyusun iuntuk 

iimenerapkan ipengetahuan iidan iketerampilan iiyang idiperoleh 

iipenyusun isemasa iikuliah iterhadap ipermasalahan iiyang imuncul idi 

iimasyarakat idan iimelatih idiri iuntuk iimenganalisis isuatu 

iipermasalahan. 

2) iMenjadi iwawasan idan iipengetahuan ihukum iibagi imasyarakat iiluas 

itentang iwewenang iikepolisian idalam iirangka ipenegakan ihukum 

iiterhadap iperbuatan imain iihakim isendiri i (iieigenrichting). 

b. Manfaat iisecara iakademis 

iMenambah iwawasan ibagi iipenyusun ikhususnyaii, idan ipara 

iipembaca ipada iumumnya dalam menanggulangi perbuatan main 

hakim sendiri (eigenrichting). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum  

Penegakan iihukum iadalah iisuatu iusaha iiuntuk imenanggulangi 

iikejahatan isecara irasionalii, imemenuhi rasa iikeadilan idan iiberdaya igunaii. 

iDalam irangka iimenanggulangi ikejahatan iterhadap iiberbagai isarana 

isebagai iireaksi iyang iidapat idiberikan ikepada iipelaku kejahatan, iiberupa 

isarana ipidana iimaupun inon ihukum ipidanai, iyang iidapat idiintegrasikan 

iisatu idengan yang ilainnya. iiApabila isarana ipidana iidipanggil iuntuk 

iiimenanggulangi ikejahatanii, iberarti iiakan idilaksanakan iipolitik ihukum 

ipidanaii, iyakni iimengadakan ipemilihan iuntuk iimencapai ihasil iiperundangi-

iundangan iipidana iyang isesuai idengan iikeadaan idan isituasi iipada isuatu 

iiwaktu idan iuntuk imasai-imasa iiyang iakan idatang7.  

Menurut iiSoerjono iiSoekanto ipenegak ihukum bukan isemataii-iimata 

berarti ipelaksana iperundangii-iundanganii, iWalaupun iidalam ikenyataan iidi 

iIndonesia iikecenderungannya iiadalah idemikiani, iisehingga ipengertian 

iiLaw Enforcement ibegitu populeri. iBahkan iada ikecendrungan iuntuk 

iimengartikan ipenegakan hukum sebagai ipelaksana ikeputusanii-ikeputusan 

iipengadilani. iiPengertian iyang isempit iiini ijelas iimengandung ikelemahanii, 

isebab iipelaksanaan iperundangi-iiundangan iatau iikeputusan ipengadilanii, 

                                                                 
7
 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. 

hal. 109. 
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dapat iiterjadi imalahan iijustru imengganggu iikedamaian idalam ipergaulan 

iihidup imasyarakati.8  

iMembicarakan ipenegakan ihukum iipidana isebenarnya iitidak ihanya 

ibagaimana iicara imembuat ihukum iiitu isendirii, iimelainkan imengenai iapa 

iiyang idilakukan ioleh iiaparatur ipenegak ihukum iidalam imengantisipasi idan 

iimengatasi imasalahi-iimasalah idalam ipenegakan iihukum iyang iterjadi 

iidalam imasyarakat idapat iidilakukan isecara iipenal i (ihukum iipidanai) idan 

iinon ipenal i i (itanpa imenggunakan iihukum ipidana). 

a. Upaya Non penal (preventif) 

Upaya iipenanggulangan iisecara inon ipenal iiini ilebih 

iimenitikberatkan ipada iipencegahan isebelum iterjadinya ikejahatan idan 

iisecara itidak langsung idilakukan itanpa imenggunakan sarana iipidana 

iatau ihukum iipidanai, imisalnyai: 

iPenanganan iobjek kriminalitas idengan isarana iifisik atau iikonkrit iiguna 

imencegah hubungan iantara ipelaku idengan iobjeknya iidengan isarana 

ipengamanani, ipemberian iipengawasan ipada iobjek ikriminilitas. 

1) Mengurangi iatau imenghilangkan kesempatan iberbuat icriminal 

dengan iperbaikan ilingkungani. 

2) iPenyuluhan kesadaran imengenai itanggung jawab ibersama idalam 

iterjadinya kriminilitas iyang iakan mempunyai ipengaruh ibaik 

idalam penanggulangan ikejahatan. 

 

                                                                 
8
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hal. 42. 
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b. Upaya penal (Represif) 

Upaya ipenal imerupakan islah satu iupaya penegak ihukum iatau 

isegala tindakan iyang dilakukan ioleh ioleh iaparatur penegak ihukum 

yang ilebih imenitikberatkan pada ipemberantasan isetelah terjadinya 

ikejahatan iyang dilakukan idengan ihukum pidana iyaitu isanksi pidana 

iyang imerupakan ancaman ibagi ipelakunya. iPenyidikan, ipenyidikan 

ilanjutan, ipenuntutan idan seterusnya imerupakan ibagian-ibagian ipolitik 

ikriminil.9 iFungsionalisasi ihukum pidana iadalah isuatu usaha iuntuk 

imenanggulangi ikejahatan melalui ipenegak ihukumpidana yang 

irasional iuntuk imemenuhi rasa ikeadilan idan daya iguna. 

2. Unsur Unsur Penegakan Hukum 

a. Kepastian hukum (rechtssicherheit) 

Hukum iharus idilaksanankan ditegakani. Setiap iorang 

imengharapkan dapat iditetapkannya ihukum dalam ihal iterjadi pristiwa 

iyang ikonkrit. iBagaimana hukumnya iitulah iyang iharus berlakui, ipada 

dasarnya itidak inoleh menyimpangi: ifiat justicia iet ipereat imundus 

(imeskipun idunia iakan meruntuhi, ihukum harus iditegakkani). Itulah 

iyang idiinginkan oleh ikepastian ihukumi, kepastian ihukum imerupakan 

iperlindungan yustisiabel iterhadap itindakan sewenangi-iwenangi, iyang 

berarti iseorang iakan memperoleh isesuatu iyang idiharapkan idalam 

keadaan itertentu. 

 

                                                                 
9
 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hal. 113. 
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b. Manfaat (zweckmassigkeit) 

iMasyarakat imengharapkan imanfaat dalam ipelaksanaan iatau 

penegakan ihukumi. Hukum iadalah iuntuk manusiai, imaka pelaksanaan 

ihukum iatau penegakan ihukum iharus memberi imanfaat iatau 

ikegunaan bagi imasyarakati. Jangan isampai ijustru ikarena hukumnya 

idilaksanakan iatau iditegakkan timbul ikeresahan idi idalam masyarakat. 

c. Keadilan (gerechtigkeit) 

iMasyarakat sangat iberkepentingan bahwa idalam ipelaksanaan 

dan ipenegakan ihukum harus iadili, iHukum tidak idiidentik idengan 

ikeadilani, hukum iitu bersifat iumumi, imengikat semua iorangi, bersifat 

imenyamaratakan, ibarang isiapa mencuri iharus idihukum: isiapa iyang 

imencuri iharis dihukumi, itanpa imembedakan siapa iyang imencurii. 

Sebaliknyai, ikeadilan bersifat isubjektifi, induvidualistisi, idan itidak 

imenyamaratakan10. 

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

1. Pengertian Kepolisian 

Pertama ikali iditemukan polisi idari ibahasa Yunani iPolitea iyang 

berarti iseluruh ipemerintah iNegara kotaii. iDi Indonesia ipada izaman 

belanda iistilah ipolisi dikenal imelalui ikonsep icatur praja ioleh iVan 

Vollenhonen iyang imembagi ipemerintahan menjadi i4 (iempati), iyaitu 

bestuuri, ipoliteai, irectspraa dan iregelingi. Pada ipengertian idiatas, ipolisi i 

                                                                 
10

 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberti. Yogyakarta. 1999. hal. 145. 
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(ipolitie) itermasuk iorgan-iorgan ipemerintah yang imempunyai iwewenang 

melakukan ipengawasan iterhadap kewajiban ikewajiban iumum11. 

Kepolisian iadalah isegala ihal-ihal iyang berkaitan idengan ifungsi 

idan lembaga ipolisi isesuai dengan iperaturan iperundangi-undangani. iDalam 

iundang-iundang inomor 2 iTahun i2002 tentang iKepolisian iNegara 

iRepublik iIndonesia (iundang-iundang iKepolisiani) idisebutkan bahwai: 

a. iKepolisian Negara iRepublik iIndonesia merupakan ialat inegara yang 

iberperan idalam memelihara ikeamanan idan iketertiban masyarakati, 

imenegakkan ihukum, iserta imemberikan perlindungani, ipengayoman, 

idan ipelayanan ikepada masyarakat idalam irangka terpeliharanya 

ikeamanan idalam inegeri. 

b. iKepolisian Negara iRepublik iIndonesia iadalah kepolisian inasional 

iyang imerupakan satu ikesatuan idalam imelaksanakan peran 

isebagaimana idimaksud idalam ayat i1 iUndangi-Undang inomor i2 itahun 

2002 itentang ikepolisian. 

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Tugas ipokok idan iwewenang iKepolisian iNegara Republik 

iIndonesia idiatur idalam Pasal i13 iUndang-iUndang inomor 2 itahun i2002 

itentang kepolisiani. 

Pasal i13 imenyatakan: 

a. Memelihara ikeamanan idan ketertiban imasyarakati; 

b. iMenegakkan hukumi; idan 

c. Memberikan iperlindungani, pengayomani, idan pelayanan 

ikepada imasyarakat. 
                                                                 

11
 Warsito Hadi Utomo. Hukum Kepolisian Indonesia. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005. 

Hal. 5 
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Dalam imelaksanakan itugas ipokok sebagaimana idimaksud idiatas, 

iKepolisian iNegara iRepublik Indonesia ibertugas isebagai iberikut : 

a. iMelaksanakan pengaturani, ipenjagaani, pengawasani, idan patrol 

iterhadap kegiatan imasyarakat dan ipemerintah isesuai 

ikebutuhan; i 

b. iMenyelenggarakan segala ikegiatan idalam imenjamin 

keamanani, iketertibani, idan kelancaran ilalu ilintas idi jalan; 

c. iMembina imasyarakat untuk imeningkatkan ipartisipasi 

masyarakati, ikesadaran ihukum masyarakat iserta iketaatan iwarga 

imasyarakat terhadap ihukum idan peraturan iperundangi-

iundangani; 

d. iTurut iserta idalam ipembinaan hukum inasionali; 

e. Memelihara iketertiban idan menjamin ikeamanan iumum; 

f. Melakukan ikoordinasi, ipengawasani, dan ipembinaan iteknis 

terhadap ikepolisian ikhusus, ipenyidikan ipegawai negeri isipili, 

idan bentuki-ibentuk pengamanan iswakarsai; 

g. iMelakukan penyidikan idan ipenyelidikan terhadap isemua 

itindak pidana isesuai dengan ihukum isecara pidana idan 

iperaturan iperundang-iundangan ilainnya; 

h. Menyelenggarakan iidentifikasi ikepolisian, ikedokteran 

ikepolisian, ilaboratorium forensik idan ipsikologi kepolisian 

iuntuk ikepentingan itugas kepolisiani; 

i. Melindungi ikeselamatan ijiwa ragai, harta ibendai, masyarakati, 

idan ilingkungan hidup idari igangguan ketertiban idan/iatau 

ibencana itermasuk memberikan ibantuan idan pertolongan 

idengan imenjunjung itinggi ihak asasi imanusia; 

j. Melayani ikepentingan imasyarakat untuk isementara ibelum 

ditangani ioleh iinstansi idan/iatau pihak iyang iberwenang; 

k. Memberikan ipelayanan ikepada masyarakat isesuai dengan 

ikepentingannya idalam ilingkup tugas ipolisii; sertai 

l. Melaksanakan itugas lain isesuai idengan peraturan iperundangi-

undangani. iWewenang Polri idiperoleh isecara atributif 

iberdasarkan iPasal 30 iayat (ii4) iUndang-iUndang iDasar Tahun 

i1945 idan peraturan iperundangi-iundangan laini. iInstitusi Polri 

idiberikan ikepercayaan, iamanah idan tanggungjawab ioleh 

inegara iuntuk imengayomi, iimelindungii, idan imelayani 

imasyarakat iserta menegakkan ihukumi. 

 

Tujuan ipemberian iwewenang kepada iPolri iadalah agar imampu 

imenciptakan atau imewujudkan irasa amani, itentram, itertib idan idamai 

dalam iimasyarakat. iOleh karena iitu ikita iberharap agar isetiap iinsan Polri 
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imerenungkan idan memahami ikembali iapa tujuan iwewenang iyang 

diberikan idan imengapa iwewenang iitu idiberikan. iWewenang iuntuk 

imelakukan tindakan iyang idiberikan kepada iPolri iumumnya dapat 

iidibedakan menjadi iduai, iyaitu: 

a. Wewenangi-iwewenang iumum yang imendasarkan itindakan iyang 

iidilakukan polisi idengan iasas legalitas idan iplichmatigheid yang 

isebagai ibesar bersifat ipreventifi. 

b. Wewenang ikhusus isebagai wewenang iuntuk imelaksanakan tugas 

isebagai ialat Negara ipenegak ihukum khususnya iuntuk ikepentingan 

ipenyidikan, idimana isebagian ibesar sifatnya irepresifi. 

Menurut iUndangi-Undang iKepolisiani, idalam rangka 

imenyelenggarakan itugas, iKepolisian iNegara iRepublik Indonesia isecara 

iumum berwenang : 

a. Menerima ilaporan idani/iatau ipengaduani; 

b. iMembantu imenyelesaikan perselisihan iwarga masyarakat iyang idapat 

mengganggu iketertiban iumum; 

c. Mencegah idan imenanggulangi tumbuhnya ipenyakit imasyarakat; 

d. Mengawasi ialiran iyang dapat imenimbulkan iperpecahan atau 

imengancam ipersatuan dan ikesatuan ibangsa; 

e. Mengeluarkan iperaturan ikepolisian dalam ilingkup kewenangan 

iadministratif ikepolisian; i 

f. Melaksanakan ipemeriksaan ikhusus sebagai ibagian idari tindakan 

ikepolisian idalam rangka ipencegahan; 
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g. Melakukan itindakan ipertama di itempat ikejadian; 

h. iMengambil sidik ijari dan iidentitas ilainnya serta imemotret iseseorang; 

i. Mencari iketerangan idan barang ibukti; 

j. iMenyelenggarakan Pusat iInformasi Kriminal iNasionali; 

k. Mengeluarkan isurat iizin dani/iatau surat iketerangan iyang diperlukan 

idalam irangka ipelayanan imasyarakat; 

l. Memberikan ibantuanpengamanan dalam isidang dan ipelaksanaan 

iputusan pengadilai, ikegiatan iinstansi laini, iserta ikegiatan masyarakati; i 

m. iMenerima dan imenyimpan barang itemuan iuntuk isementara iwaktu. 

3. Kode Etik Profesi Kepolisian 

Etika iberasal idari bahasa iYunani ikuno iiethos idalam bentuk 

itunggal yang iberarti iadat kebiasaani, iadat istiadati, iakhlak yang ibaiki. 

Bentuk ijamak dari iethos iadalah ita ietha iartinya adat ikebiasaani. Dalam 

iKamus ibesar Bahasa iIndonesia iterbitan iDepartemen iPendidikan idan 

Kebudayaani, ietika idirumuskan dalam itiga iarti, iyaitu : 

a. iIlmu tentang iapa yang ibaik idan apa iyang iburuk idan tentang ihak idan 

ikewajiban iimoral i (iakhlak); 

b. iKumpulan asas iatau inilai yang iberkenaan idengan akhlaki; 

c. Nilai imengenai ibenar dan isalah yang idianut isuatu igolongan atau 

imasyarakati. 

Istilah etik isecara iumum, idigunakan idalam ihubungannya idengan 

itindakan-itindakan iyang ibaik idan iburuki, benar iatau isalah yang idilakukan 

iterhadap ioleh orang ilain iatau iterhadap idirinya isendirii. 
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Kode ietik iprofesi imerupakan inorma yang iditetapkan idan iditerima 

oleh ikelompok iprofesi, iyang imengarahkan iatau member ipetunjuk ikepada 

ianggotanya bagaimana iseharusnya iberbuat idan sekaligus imenjamin imutu 

moral iprofesi iitu idimata masyarakati. iKode etik iprofesi imerupakan ihasil 

pengaturan idiri iprofesi yang ibersangkutani, dan iini iperwujudan inilai 

moral iyang ihakikii, yang itidak idipaksakan dari iluari. iKode etik iprofesi 

imenjadi tolak iukur iperbuatan anggota ikelompok iprofesii, serta 

imerupakan iupayai pencegahan iberbuat iyang tidak ietis ibagi 

anggotanyai

12. 

Pedoman iPengalaman iKode Etik iPOLRIi 

a. Setiap ianggota iPOLRI insane iRastra Sewakottama i (iabdi utama 

idaripada inusa dan ibangsai): 

1) Mengabdi ikepada inusa idan bangsa idengan ipenuh ketakwaan 

ikepada iTuhan Yang iMaha iEsa; 

2) iBerbakti demi ikeagungan inusa dan ibangsa iyang ibersendikan 

pancasila idan iUndangi-Undang iDasar i1945i, sebagai ikehormatan 

iyang tertinggii; 

3) iMembela tanah iair, imengamankan idan imengamalkan pancasila 

idan iUndangi-Undang iDasar i1945 dengan itekat ijuang ipantang 

menyerahi; 

4) Menegakan ihukum idan menghormati ikaidahi-kaidah iyang ihidup 

idalam masyarakat isecara adil idan ibijaksana; 

                                                                 
12

 Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. 

hal. 21. 
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5) Melindungii, imengayomi serta imembimbing imasyarakat sebagai 

iwujud ipangilan tugas ipengabdian iyang iluhur. 

b. Setiap ianggota iPOLRI insane iNagara iYanottama i (warga inegara 

itauladan daripada inegarai): 

1) Brdharma iuntuk imenjamin iketentraman umum ibersamai-sama 

iwarga imasyarakat imembina ketertiban idan ikeamanan demi 

iterwujudnya ikegairahan ikerja idan ikesejahtraan lahir ibatini; 

2) Menampilkan idirinya isebagai warga iNegara iyang berwibawa idan 

idicintai ioleh sesama iwarga inegara; 

3) Bersikap idisiplini, ipercaya dirii, itanggung jawabi, ipenuh ikeikhlasan 

dalam itugasi, ikesungguhan serta iselalu imenyadari bahwa idirinya 

iadalah warga imasyarakat idi itengah-itengah imasyarakat; 

4) Selalu ipeka idan tanggap idalam itugas, imengembangkan 

ikemampuaan dirinya imenilai itinggi mutu ikerja penuh ikreatif iidan 

iefisien serta imenempatkan ikepentingan tugas isecara iwajar idi atas 

ikepentingan pribadinyai; 

5) Memupuk irasa ipersatuani, ikesatuan dan ikebersamaan iserta 

kesetiakawanan idalam ilingkungan tugasnya imaupun idalam 

lingkungan imasyarakati; 

6) Menjauhkan idiri idan sikapnya idan iperbuatan tercela iserta 

imemelopori isetiap tindakan imengatasi ikesulitan-ikesulitan 

imasyarakat sekelilingnyai. 
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c. Setiap ianggota iPOLRI iinsane anucacana iDharma i (wajib imenjaga 

iketertiban ipribadi daripada irakyati): 

1) iSelalu waspada, siap isedia idan sangup imenghadapi isetiap 

kemungkinan idalam itugasnyai; 

2) iMampu imengendalikan idiri dari iperbuatani-iperbuatan 

penyalahgunaan iwewenang; 

3) iTidak mengenal iberhenti idalam memberantas ikejahatan idan 

imendahulukan carai-icara ipencegahan dari ipada ipenindakan secara 

ihukumi; 

4) Memelihara idan imeningkatkan iperan serta imasyarakat idalam 

iupaya memelihara iketertiban idan ikeamanan imasyarakat; i 

5) Bersamai-sama isegenap ikomponen kekuatan ipertahanan ikeamanan 

ilainya dan iperan iserta imasyarakat, imemelihara idan meningkatkan 

ikemanunggalan iPolri i– rakyati; 

6) iMeletakan isetiap langkah itugas isebagai ibagian dari ipencapaian 

itujuan ipembangunan inasional sesuai iamanat ipenderitaan irakyat. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

1. Pengertian Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

Istilah imain ihakim sendiri imerupakan iterjemahan dari ibahasa 

iBelanda yaitu iEigenrichting iyang iberarti icara main ihakim isendiri, 

imengambil ihak tanpa imengindahkan ihukum, itanpa isepengetahuan 

ipemerintah dan itanpa penggunaan ialat ikekuasaan pemerintahi. iPerbuatan 

imain hakim isendiri ihampir selalu iberjalan isejajar dengan ipelanggaran 
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ihaki-hak iorang ilaini, dan ioleh ikarena itu itidak idiperbolehkan perbuatan 

iini imenunjukkan ibahwa adanya iindikasi irendahnya ikesadaran terhadap 

ihukum13.  

Main ihakim isendiri merupakan isuatu itindak pidana iyaitu iberbuat 

sewenangi-iwenang terhadap iorangi-iorang yang idianggap ibersalah karena 

imelakukan isuatu kejahatani. iDalam Kamus iBesar iBahasa iIndonesia 

disebutkani, main ihakim isendiri adalah itindakan imenghakimi orang ilain 

itanpa memperdulikan ihukum iyang adai. iMasyarakat melakukan itindakan 

ikekerasan iterhadap pelaku itindak ipidana tanpa imelalui iproses ihukum. 

Pada ihakekatnya itindakan main ihakim isendiri isendiri iini 

merupakan ipelaksanaan sanksii/ikelompok. iHanya isaja sanksi iiyang 

dilakukan ioleh iperorangan maupun ikelompok isulit diukur iberat 

iringannya, ikarena imassa terkadang idapat ibertindak ikalap dan itidak 

iterkendali14. iPeristiwa imain ihakim sendiri iyang idilakukan ioleh 

imasyarakat ibiasanya terjadi ijika ipelaku itindak pidana itertangkap idi 

itempat ramai idan itidak isegera dilaporkan iatau idibawa ke ipihak iyang 

iberwenang. iPerbuatan imain ihakim sendiri idapat iberupa membakar 

ipelaku itindak pidana ihidupi-hidupi, imemukul, imengeroyok ibahkan 

sampai imenyebabkan ipada ikematian. 

Perbuatan imain ihakim sendiri isering iterjadi akibat iemosi 

imasyarakat yang itidak iterkontrol. iMasyarakat icenderung ibersikap 

iemosional ketika imenangkap ibasah seseorang iyang imelakukan tindak 

                                                                 
13

 Andi Hamzah. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hal. 167 
14

 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 2003. 

hal. 23. 
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ipidana. Seharusnya imasyarakat yang imenemukan atau imendapati ipelaku 

tindak ipidanai, iharus mengamankannya idan isegera memberitahu aparat 

isetempati. Perbuatan imain ihakim isendiri merupakan isalah isatu ancaman 

iserius iterhadap isistem hukum iyang iharus segera iditanganii. iKarena 

apabila itidak isegera iditangani, iperbuatan imain ihakim sendiri idapat 

imerusak iperadaban publik idan itentunya tatanan ihukumi. Hukum isangat 

imenjunjung itinggi hak iasasi imanusiai, sedangkan iperbuatan imain ihakim 

sendiri idapat idisebut isebagai perbuatan iyang imelanggar ihak asasi 

imanusia. 

2. Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

Tindakan imenghakimi sendiri iseperti iini merupakan isebuah 

itindakan untuk imelaksanakan hak imenurut ikehendak sendiri idengan 

isewenang-iwenang itanpa persetujuan ipihak ilain yang iberkepentingani. 

Sebagai isebuah iNegara dengan idoktrin iNegara hukum iseperti iyang 

itermaksud dalam iPasal 1 iayat i (3i) iUUD i1945 bahwa iIndonesia adalah 

isebuah inegara ihukum. iTentu itindakan main ihakim isendiri tidak 

imemiliki isatupun alasan ipembenar idari isisi inormatif. 

iDalam hukumi, iperorangan tidak idiperkenankan imelaksanakan 

isanksi kepada isesorang iuntuk menegakkan ihukum ikarena pelaksanaan 

isanksi iadalah monopoli ipenguasai. Seperti iyang iditegaskan iBlackstone, 

ihukum iadalah suatu iiaturan itindakan-itindakan iyang iditentukan ioleh 

orangi-iorang yang iberkuasa ibagi orangii-orang iyang idikuasai untuk 
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iditaati15. iDari proposisi iyang iditegaskan ioleh iBlackstone itersebut 

mengindikasikan ibahwa isemua ibentuk tindakan ihukum iterhadap 

ipelanggaran maupun ikejahatan iadalah iotoritas pemerintahi. iMasyarakat 

idi luar idari ipemerintah sebagai ipemiliki iotoritas itidak memiliki ihak 

isama isekali untuk imelakukan iisebuah itindakan karena isecara inormative 

itidak memiliki idasar ilegitimasii. Tetapi idari ikonteks isosiologii, 

eigenrichting imasih imarak iterjadi. iPada ihakekatnya tindakan 

imenghakimi isendiri iini merupakan ipelaksanaan isanksii/kelompoki. 

iHanya isaja isanksi iyang idilakukan ioleh perorangan imaupun ikelompok 

isulit idiukur berat iringannyai, ikarena massa iterkadang idapat ibertindak 

kalap idan itidak terkendalii. iSmelser imempertanyakan ikenapa perilaku 

ikolektif iterjadii. Dia imerinci ienam ifaktor yang imenurutnya imenentukan 

iuntuk iterjadinya perilaku iatau ikekerasan ikolektif, ienam ifaktor itersebut 

adalahi

16: 

a. iAdanya ipendorong struktural i (istructural icondusivenness) i 

b. iKetegangan struktural i (istructural istrain) 

c. iTumbuh dan imenyebarnya isuatu ikepercayaan yang 

idigeneralisasikan i (iGrowth iand spread iof ibelief) 

d. iFactor-ifaktor ipencetus i (precipitating ifactorsi) 

e. iMobilitas para ipemeran iserta ipada itindakan i (iMobilization 

iof Partisipants ifor iaction) 

f. iBekerjanya pengendalian isosial i i (The ioperation iof social 

iicontrol) 

 

iDalam konteks itindakan imain hakim isendiri iterhadap tindakan 

ipelanggarani-ipelanggaran tertentu iapabila ipelakunya dihukum ijustru 

iakan menimbulkan ikeresahan ididalam masyarakati, ikarena idirasa kurang 

                                                                 
15

 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2008. hal. 25. 
16

 Ibid. hal. 27 
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ilayak idan akan imengganggu ikeseimbangan ididalam masyarakati. 

iPebuatan-iperbuatan iini dapat idikelompokan menjadi iduai, iyaitu; 

a. Perbuatan iyang ipada hakekatnya imerupakan ipelanggaran 

kaedah ihukum itetapi tidak idikenakan sanksi ikarena 

idibenarkan iatau mempunyai idasar ipembenaran 

(irechtvaardigingsgrondi). 

b. Perbuatan iyang ipada hakekatnya imerupakan pelanggaran 

ikaedah ihukum tetapi itidak idkenakan isanksi karena isi ipelaku 

pelanggaran idibebaskan idari kesalahan i (ischuld opheffings 

igrondi). iPerbuatan ini iterjadi ikarena apa iyang idinamakan 

force imayeurii, iovermacht atau iikeadaan terpaksai, iyaitu 

keadaan iatau kekuatan idiluar ikemampuan manusia ipasal 48 

iKUHPi. iKeadaan darurat iatau imoodtoestand imerupakan salah 

isatu ibentuk iforce mayeuri. iJadii, ada idua ipenyimpangan dari 

ikaedah ihukum iyaitu penyimpangan iyang imerupakan 

ipengecualian dan iyang imerupakan ipenyelewengan iatau 

pelanggarani. iYang idimaksudkan dengan ipenyimpangan iyang 

merupakan ipengecualian iialah bahwa ipenyimpangan iitu 

itidak idikenakan sanksii. iPenyimpangan iitu pada ihakekatnya 

imerupakan pelanggaran ikaedahi, itetapi dikecualikan idari 

ipelanggaran ilain ikarena itidak dikenakan isanksi. 

 

3. Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

Tindakan imain ihakim isendiri imerupakan suatu irespon 

imasyarakat iterhadap suatu iperistiwa ikejahatan iyang malah imenciptakan 

isuasana tidak itertibi. iMasyarakat yang iharusnya imenaati hukum iyang 

iberlaku yang itelah iditetapkan ioleh penguasa ibertindak isebaliknya, 

imereka imelakukan isuatu respon iterhadap iadanya kejahatan idengan 

imenghakimi iisendiri pelaku itindak ipidanai. iAkan itetapi iapabila dilihat 

idari ipengertian tindak ipidana iyang itelah idiuraikan dimuka imaka iakan 

tampak ijelas ibahwa iapa yang idilakukan ioleh imasyarakat terhadap ipelaku 

itindak ipidana yang itertangkap ioleh masyarakat idengan idipukuli isampai 



23 
 

 

babak ibelur ibahkan isampai idengan imembakarnya hidupi- ihidup 

merupakan isuatu ibentuk lain idari ikejahatan.17 

iTindakan main ihakim isendiri ini ilebih isering idilakukan secara 

imassal iuntuk imenghindari tanggung ijawab ipribadi serta imenghindari 

ipembalasan idari teman iatau ikeluarga korbani. iTindak ikekerasan yang 

idiambil imasyarakat idianggap sebagai ilangkah itepat iuntuk menyelesaikan 

isuatu imasalah yang idianggap isebagai iperbuatan melawan ihukumi. 

iBentuk-ibentuk itindak ipidana imain ihakim sendiri i (ieigenrichtingi) 

terhadap ipelaku itindak ipidana yang idilakukan ioleh imassa, idapat idilihat 

bahwa itidak iada iperbedaan dengan iperbuatan ipidana ipada umumnyai, 

ihanya saja iyang imembedakan iadalah dari isegi isubyek ipelakunya yang 

ilebih idari isatu iorang. iOleh ikarena iitu perbuatan ipidana iyang dilakukan 

isecara imassal ipembahasannya idititik beratkan ipada ikata massai. iHal iini 

idi atur idalam iPasal 170 iKUHP iberbunyi idemikian.18 

a. iBarang siapa iyang idi imuka umum ibersamai-sama imelakukan 

ikekerasan iterhadap orang iatau ibarangi, dihukum ipenjara 

iselamai-ilamanya lima itahun ienam ibulan. 

b. iTersalah idihukum: 

1) Dengan ipenjara iselamai-lamanya itujuh itahuni, jika iia 

idengan isengaja merusakkan ibarang iatau ikekerasan yang 

idilakukannya itu imenyebabkan isesuatu lukai. 

2) iDengan penjara iselamai-ilamanya Sembilan itahuni, ijika 

ikekerasan itu imenyebabkan iluka iberat ipada tubuhi 

3) Dengan ipenjara selamai-ilamanya idua belas itahuni, ijika 

kekerasan iitu imenyebabkan imatinya orangi.” 

 

iPerlu idiuraikan unsuri-iunsur iyang terdapat idalam pasal iini 

isebagai berikuti: 

                                                                 
17

 Andi Hamzah. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hal. 167 
18

 Ibid. 2009. hal. 7 
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a. iBarangsiapa. iHal iini menunjukkan ikepada iorang atau ipribadi 

ipelakui. 

b. iDi muka iumumi. Perbuatan iitu idilakukan di itempat idimana 

publik idapat imelihatnya 

c. iBersama-isamai, artinya idilakukan ioleh sedikiti-idikitnya idua 

orang iatau ilebih. iArti ikata ibersama-isama iini menunjukkan 

ibahwa iperbuata iitu dilakukan idengan isengaja i (delik idolusi) 

iatau memiliki itujuan iyang pastii, ijadi ibukanlah imerupakan 

ketidaksengajaan i (idelik iculpa). 

d. iKekerasan, iyang berarti imempergunakan itenaga atau 

ikekuatan ijasmani yang itidak ikecil dan itidak isahi. Kekerasan 

idalam ipasal ini ibiasanya iterdiri idari “imerusak ibarang” iatau i 

“ipenganiayaan”. 

e. iTerhadap orang iatau ibarang. iKekerasan iitu harus iditujukan 

ikepada orang iatau ibarang sebagai ikorban. 

 

iBiasanya pasal iini isering dipakai ioleh ipenuntut umum iuntuk 

imenjerat para ipelaku iperbuatan pidana iyang idilakukan oleh iimassa yang 

iterbentuk isecara tidak iterorganisir. iSedangkan iPasal 170 iKUHP 

imengandung ikendala dan iberbau ikontroversi ikarena subyek i “ibarang 

isiapa” imenunjuk ipelaku isatu iorangi, isedangkan iistilah” idengan itenaga 

bersamai” imengindikasikan isuatu ikelompok manusiai. iDelik ini imenurut 

ipenjelasannya itidak ditujukan ikepada ikelompok iatau imassa iyang itidak 

teratur imelakukan perbuatan ipidanai, ancamannya ihanya iditujukan ipada 

orangi-iorang idiantara kelompok ibenar ibenar terbukti iserta idengan tenaga 

ibersama imelakukan ikekerasan. iDalam kelompok imassa iyang iunik 

sifatnya ijelas idelik seperti iini isukar iditerapkan. 

Jadi iPasal i170 relevan iditerapkan ipada massa iiyang reaksioner 

iatau iispontanitas dalam imelakukan iperbuatan ipidanai. iBerbeda ihalnya 

idengan imassa yang iterorganisir ibisa menggunakan ipasal ipada idelik 

penyertaani, ikarena idalam pasali-ipasalnya ijelas imengenai ikedudukan 
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para ipelaku iyang isatu dengan iyang ilaini, itidak seperti imassa iyang 

ireaksioner i (tidak imasuk idalam idelik penyertaan iyaitu ipenganjuran) 

idimana imassa tidak ijelas ikedudukan satu idengan iyang laini, idan 

iotomatis dalam ihal iini idipandang samai-isama sebagai ipelaku iyang 

mempunyai itanggung ijawab yang isama idengan ipelaku yang ilain. 

Adapun iyang selama iini imenjadi ipermasalahan adalah iterkait 

itindakan hukum idan ipemberian sanksi iyang iadil iserta efektif iterhadap 

ikelompok dan ipelaku-ipelaku iatau sekumpulan iorang iyang imengalami 

kesulitan idalam ipengaplikasiannya di ilapangani. Pada iperbuatan ipidana 

yang idilkukan ioleh massa iuntuk imenentukan ibatas maksimal idari 

ijumlah massa isuliti, sebagaimana ipengertian idari ikata “imassai” adalah 

idua iorang iuntuk minimal idan itidak iterbatas untuk imaksimali. Jadi 

imassa idalam ihal ini iada i2 kategori idari ijumlah imassa yaitui, imassa 

iyang jelas iberapa ijumlahnya dan imassa iyang itidak jelas iberapa ijumlah 

massanyai.19  

Untuk imassa iyang jelas iberapa jumlah imassanya iadalah dimana 

imassa iyang terlibat iperbuatan ipidana dapat idihitung iberapa jumlahnya 

iserta idiketahui seberapa ibesar iketerlibatan dalam imelakukan iperbuatan 

pidanai, isebab hal itersebut isudah idiatur dalam ihukum ipidana yaitu ipada 

idelik ipenyertaan. iSedangkan iuntuk imassa yang itidak ijelas berapa 

ibanyak ijumlah imassanya adalah idimana imassa banyak iserta isulit 

idihitung dengan inominali, sehingga imenyulitkan idalam imenentukan 

                                                                 
19

 Adami Chazawi. Percobaan Dan Penyertaan. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 

2002. hal. 123. 
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iapakah semua imassa iyang banyak iterlibat isemua iatau tidaki, iatau hanya 

isebagiannya isaja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis ipenelitian iyang digunakan idalam ipenelitian ini iadalah 

ipenelitian hukum iempiris. iPenelitian iHukum iEmpiris adalah isuatu imetode 

penelitian ihukum iyang menggunakan ifaktai-ifakta empiris iyang idiambil dari 

iperilaku imanusia, ibaik iperilaku verbal iyang ididapat idari wawancara 

imaupun iperilaku nyata iyang idilakukan melalui ipengamatan ilangsungi. 

Penelitian iempiris ijuga digunakan iuntuk imengamati hasil idari iperilaku 

imanusia yang iberupa ipeninggalan fisik imaupun iarsip.20 

B. Metode Pendekatan 

Metode ipendekatan iyang digunakan idalam ipenelitian iini adalah 

isebagai iberikut: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)  

Pendekatan iperundangi-iundangan iadalah isuatu pendekatan iyang 

idilakukan terhadap iberbagai iaturan ihukum yang iberkaitan idengan 

iUndang-iUndang iNomor 1 iTahun i1946 joi. iUndangi-iUndang Nomor i73 

Tahun i1958 itentang Pemberlakuan iKitab iUndangi-Undang iHukum 

iPidana, iUndangi-Undang iNomor i8 Tahun i1981 itentang iKitab Undangi-

iUndang Hukum iAcara iPidana, iUndangi-Undang iNomor i2 Tahun i2002 

itentang iKepolisian Negara iRepublik iIndonesia dan iPeraturan iPemerintah 

                                                                 
20

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Pustaka Pelajar. Jakarta. 2010. hal. 280 
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iNomor 27 iTahun i1983 joi. iPeraturan iPemerintah Nomor i58 iTahun 2010 

itentang iPedoman iPelaksanaan Kitab iUndangi-Undang iHukum iAcara 

Pidanai 

2.  iPendekatan Konseptual i (iConseptual Approachi)  

Pendekatan iini iberanjak dari ipandangani-ipandangan dan idoktrini-

doktrin iyang iberkembang ididalam ilmu ihukumi. Pendekatan ikonsep 

idigunakan iuntuk imemahami konsepi-ikonsep itentang kewenangan 

ikepolisian idalam penegakan ihukum iterhadap itindak pidana imain ihakim 

isendiri. 

3. Pendekatan Kasus (Approach Case) 

Pendekatan iini idilakukan dengan imelakukan telaah ipada ikasus-

ikasus iyang berkaitan idengan iisu hukum iyang idihadapi. iDalam ihal ini 

kasus dalam penelitian ini yakni tentang kewenangan kepolisian dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Penelitian iini imenggunakan dua ijenis idata yaitui, idata primer idan 

isekunder. 

a. Jenis Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan 

kepolisian Polsek Lambu untuk imendapatkan idata yang iidiperlukan 

dalam ipenelitian. 
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b. Data Sekunder 

Data isekunder iadalah data iyang idiperoleh idengan studi 

ipustaka iyang terdiri idari ibahan hukum iprimeri, bahan ihukum 

isekunder dan ibahan ihukum itersier.  

1) iBahan iHukum iPrimer, iberupa iperundang-iundangan iyang iterdiri 

idari: 

a) iUndang-iUndang iNomor 1 iTahun i1946 ijo. iUndangi-Undang 

iNomor i73 iTahun 1958 itentang iPemberlakuan Kitab iUndangi-

iUndang Hukum iPidanai. 

b) iUndang-iUndang iNomor 8 iTahun i1981 tentang iKitab iUndangi-

iUndang Hukum iAcara iPidana. 

c) iUndangi-iUndang Nomor i2 iTahun i2002 tentang iKepolisian 

iNegara iRepublik Indonesiai. 

2) iBahan Hukum iSekunderi, adalah ibahan ihukum yang imendukung 

ibahan ihukum primer iyang iterdiri dari iberbagai iproduk ihukum, 

idokumen iatau arsip iyang iberhubungan idengan penelitian iyaitui, 

Peraturan iPemerintah iNomor 27 iTahun i1983 ijo. iPeraturan 

iPemerintah iNomor 58 iTahun i2010 tentang iPedoman iPelaksanaan 

iKitab iUndangi-iUndang Hukum iiAcara iPidana. 

3) Bahan iHukum iTersier, iyaitu ibahan hukum iyang memberi ipetunjuk 

idan ipenjelasan terhadap ibahan ihukum primer idan ibahan hukum 

isekunderi, seperti iteori iatau ipendapat para iahli iyang itercantum 
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dalam iberbagai ireferensi atau iliteratur ibukui-buku ihukum iserta 

dokumeni-idokumen iyang iberhubungan idengan imasalah penelitiani. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

iUntuk memperoleh idata idalam ipenelitian iini, iteknik ipengumpulan 

idata yang ipenyusun igunakan adalah isebagai berikuti: 

1. iStudi kepustakaan i (iLibrary iResearch). 

Studi ikepustakaan iterhadap data isekunder idikumpulkan dengan 

imelakukan studi ikepustakaan iyaitu idengan mengumpulkani, membacai, 

imempelajari, imembuat catatani-icatatani, kutipanii-ikutipan serta imenelaah 

ibahan-ibahan ipustaka berupa iperaturan perundangi-undangani, irancangan 

iundang-iundangi, ihasil ipenelitian, ijurnal iilmiahi, artikel iilmiahi, idan 

makalah iyang iberkaitan idengan ipenegakan hukum iperbuatan imain hakim 

isendirii. 

2. Interview atau wawancara 

iDalam perlaksanaan iinterview bukan iberupa ialat yang iterpisah 

iatau khususi, imelainkan suplemen ibagi imetode dan iteknik ilainyai. 

Interview iadalah ipercakapan dengan icara ibertatap muka iyang itujuannya 

memperoleh iinformasi ifaktual untuk imenaksir idan menilai ikepribadian 

iindividu iatau untuk itujuan itertentu. 

3. Dokumentasi 

Dalam ipenelitiani, dokumen isalah isatu metode iyang isudah lama 

idigunakan isebagai isalah isatu sumber idata iyang idimanfaatkan untuk 

imengujii, imenafsirkan bahkan iuntuk imeramalkan idata. iDokumentasi 
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iadalah imengumpulkan idata iyang dilakukan idengan ikategori idan 

iklarifikasi bahani-ibahan itertulis iyang ada ihubungannya idengan imasalah 

penelitian iyang iberupa itranskripi, bukui, iarsipi, idata-idata ikasus dan ilaini-

ilain. 

E. Analisis Data 

Analisis idata dalam ipenelitian iini dilakukan isecara ikualitatifi, yaitu 

idengan iicara dideskripsikan idalam ibentuk penjelasan idan iuraian ikalimat 

iyang mudah idibaca idan dimengertii. iPenarikan ikesimpulan idilakukan secara 

iinduktif ike ideduktif, iyaitu imenarik ikesimpulan berdasarkan ihali-ihal yang 

ibersifat ikhusus ilalu disimpulkan isecara iumum iselanjutnya dari iberbagai 

ikesimpulan tersebut idapat idiajukan isaran. 

 

  


